Dasar :

WALIKOTA METRO

Metro, 12 Februacti 2019

Kepada Yth.

1. Kepala OPD se-Kota Metro

2. Kepala Bagian Setda
Kota Metro

3. Camat se-Kota Metro
4. Lurah se-Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR: & /B-2/03/2019

TENTANG

PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU (BDT) SEBAGAI DASAR
PENETAPAN SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakar
Miskin;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman
Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin

dan Orang Tidak Mampu.

Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran program penanggulangan

kemiskinan, Basis Data Terpadu (BDT) telah dijadikan sebagai dasar bagi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan sasaran penerima

program penanggulangan kemiskinan. BDT merupakan sistem data elektronik

yang berisi nama, alamat dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan

individu dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah. Sehubungan dengan hal

tersebut diminta kepada saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memanfaatkan  BDT sebagai dasar dalam = menetapkan sasaran

penerima program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh

masing-masing OPD.

JL. A.H NASUTION No. 03 KOTA METRO
Telepon (0725) 41700 Faksimili (0725) 49500



2. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Kota Metro dalam pemanfaatan BDT untuk perencanaan maupun

penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

3. Kepada Camat dan Lurah agar secara aktif membantu proses verifikasi dan up
date BDT melalui mekanisme Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kota Metro.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WALIKOTA METRO,

.

H. A. RIN, S.Sos

<

Tembusan

Yth. 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung (selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung)
3. Wakil Walikota Metro (selaku Ketua TKPK Kota Metro)



